SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah  tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang  Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo @ Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3);



22. Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo  Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa :
. Laporan Realisasi Anggaran;
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
. Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;
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Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.399.817.125.466,09
b. Belanja dan Transfer Rp 2.234.945.553.137,78
Surplus Rp 164.871.572.328,31

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 201.435.326.558,93
- Pengeluaran Rp 28.691.533.931,00

Pembiayaan Netto Rp 172.743.792.627,93
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Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 51.249.308.920,09
dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pendapatan

Rp 2.348.567.816.546,00

Setelah perubahan
- Realisasi Rp 2.399.817.125.466,09
Selisih lebih Rp 51.249.308.920,09

Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp. (283.456.275.365,22) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Belanja dan Transfer

setelah perubahan Rp 2.518.401.828.503,00
- Realisasi Rp 2.234.945.553.137,78
Selisih kurang Rp (283.456.275.365,22)
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah
Rp.334.705.584.285,31 dengan rincian sebagai berikut :
- Defisit setelah perubahan Rp (169.834.011.957,00)
- Realisasi Rp 164.871.572.328,31
Selisih lebih Rp 334.705.584.285,31

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 218.244.601,93 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 201.217.081.957,00
Setelah perubahan

- Realisasi Rp 201.435.326.558,93

Selisih lebih Rp 218.244.601,93

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. (2.691.536.069,00) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 31.383.070.000,00

Setelah perubahan
- Realisasi Rp 28.691.533.931,00
Selisih kurang Rp (2.691.536.069,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 2.909.780.670,93 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto Rp 169.834.011.957,00
Setelah perubahan
- Realisasi Rp 172.743.792.627,93

Selisih lebih Rp 2.909.780.670,93



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan
Total
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

d. Koreksi
sebelumnya

kesalahan pembukuan tahun

e. Lain-lain

f. Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas

Pasal 6

Rp 196.297.081.957,70

Rp 196.295.725.957,70

1.356.000,00

Rp 337.615.364.956,24
Rp

(1.356.000,00)

Rp 0,00

Rp 337.615.364.956,24

1 huruf c per 31 Desember Tahun

Rp 3.112.795.766.025,50
Rp 52.514.134.223,65
Rp 3.060.281.631.801,85

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Jumlah Pendapatan laporan operasional Rp 2.067.868.201.320,19
b. Jumlah Beban Rp 1.925.629.214.725,14
Surplus dari Kegiatan Operasional Rp 142.238.986.595,05
Kegiatan Non Operasional
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional
. Rp 378.838.186,44
Lainnya — LO
d. Defisit dari Kegiatan Non  Operasional
: Rp 11.552.103.830,29
Lainnya — LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional (11.173.265.643,85)
Pos Luar Biasa
e. Pendapatan Luar Biasa — LO 0,00
Beban Luar Biasa Rp 12.927.874.844,00
Defisit dari Pos Luar Biasa Rp (12.927.874.844,00)
Surplus -LO Rp 118.137.846.107,20



Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021 Rp 196.297.575.511,70
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 339.787.791.945,37
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (191.573.196.117,006)

non-keuangan

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp (6.894.956.829,77)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp (114.063,00)
f. Koreksi SiLPA Tahun Lalu Rp (1.356.000,00)

g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp 337.615.744.447,24
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp 2.624.890.366.952,66
b. Surplus-LO Rp 118.137.846.107,20
c. Dampak kumulatif perubahan Rp 317.253.418.742,02
kebijakan/kesalahan mendasar
d. Ekuitas akhir Rp 3.060.281.631.801,87
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;



=

o o

5@ oo

e

B

°©

RIS

2]

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

. Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

. Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

. Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan

dan sub kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar sub kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

:Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah, terdiri atas :

:Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha

Milik Daerah;

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan

Usaha Milik Daerah.



10

Pasal 11
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2022
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002
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